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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas perkenan-
Nya para Peneliti Bidang Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR
RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang tersusun dalam buku
bunga rampai ini. Saya menyambut baik diterbitkannya buku dengan tema
“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa
Undang-Undang Tahun 2016” yang merupakan hasil pemikiran para peneliti
dalam bidang hukum, dengan kepakaran hukum konstitusi, hukum pidana,
dan hukum ekonomi.

Buku ini terdiri atas empat tulisan, masing-masing berjudul “Politik
Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik: Peran
Pemerintah dalam Pengelolaan Internet” (Denico Doly); “Implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengaturan Alat
Bukti Elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016” (Puteri Hikmawati);
“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
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tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan: Analisis
Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan” (Sulasi
Rongiyati); dan “Politik Hukum Pelindungan Paten dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten” (Dian Cahyaningrum).

Penerbitan buku ini akan menambah koleksi buku yang disusun oleh
para Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Buku ini diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penentuan kebijakan. Selain itu, hasil pemikiran
yang tertuang dalam buku ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan
ilmu pengetahuan serta pengembangan keahlian dan karir masing-masing
peneliti. Buku ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas,
dan kewenangannya, serta memberikan pemahaman dan manfaat secara luas
kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para Peneliti Bidang
Hukum Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, yang telah berupaya
menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa
mendatang dapat menghasilkan buku-buku yang lebih baik lagi.

Jakarta,   September 2017
Kepala Pusat Penelitian

Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 197111171998031004
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POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Pembentukan hukum atau undang-undang dipengaruhi oleh politik.
Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan
hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana
antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif.
Pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti
bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak
mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat
melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk
memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan upaya yang
sudah memasuki wilayah politik hukum.

Politik hukum kadangkala merambah di lingkungan dalam peme-
rintah pada waktu membahas suatu rancangan undang-undang di
antarkementerian/lembaga terkait dengan masalah kepentingan sektor
dan kepentingan lainnya. Apakah hal ini termasuk dalam wilayah politik
hukum? Kepentingan sektor inilah yang kemudian mempengaruhi politik
hukum yang memang sejak semula diharapkan dapat bermanfaat atau
berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, sterilisasi politik hukum
sangat dipengaruhi oleh kepentingan sektor.

Buku ini mengupas mengenai politik hukum yang sudah dituangkan
dalam undang-undang/peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan
untuk memudahkan pembaca memahami substansi undang-undang/
peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan oleh penulis. Selain
itu, buku ini juga menjelaskan mengapa suatu peraturan dibentuk atau suatu

Prolog
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peraturan tersebut dibatalkan oleh lembaga yang berwenang menguji materi
undang-undang, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Buku bunga rampai yang berjudul “Politik Hukum Pembentukan
Undang-Undang: Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016”
ini merupakan kumpulan karya tulis ilmiah (KTI) yang ditulis oleh para
Peneliti bidang Hukum di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sumber
data dalam penulisan KTI ini diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk data-
data yang diperoleh ketika Penulis terlibat dalam pembahasan RUU terkait.

Dalam buku ini terdapat empat tulisan. Tulisan kesatu dan kedua terkait
dengan undang-undang di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yaitu
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tulisan ketiga dan keempat terkait dengan hukum ekonomi.  Berikut akan
diuraikan secara singkat substansi dari masing-masing Tulisan.

Tulisan kesatu berjudul “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Peran Pemerintah dalam
Pengelolaan Internet”, ditulis oleh Denico Doly. Penulis menguraikan bahwa
penggunaan internet oleh masyarakat saat ini tidak dapat terbendung lagi.
Jaringan internet sudah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun
pendidikan. Kehadiran internet dan juga berbagai informasi yang dapat diakses
dengan mudah melalui internet menjadi permasalahan tersendiri. Kehadiran
internet menimbulkan keuntungan dan kerugian tersendiri. Berita bohong,
berita yang bermuatan provokatif atau kebencian, dan situs penebar kebencian
semakin marak di media sosial maupun berbagai situs. Kehadiran UU No.
19 Tahun 2016 merupakan bentuk penyempurnaan dari UU No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan substansi
yang belum diatur dan ketentuan yang menimbulkan masalah dalam
penerapannya. Politik hukum pembentukan UU No. 19 Tahun 2016 yaitu
terkait ketentuan tentang penyadapan, pemidanaan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik, penggeledahan dan/atau penyitaan, penangkapan
dan penahanan, PPNS, hak untuk dilupakan, dan memperkuat peran
pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala bentuk
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penyalahgunaan informasi yaitu dengan memutus akses informasi elektronik.
Penulis juga mengatakan, bahwa hak Pemerintah dalam memutus akses
informasi elektronik dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan
masyarakat. Pemutusan terhadap akses informasi elektronik bukan merupakan
bentuk pelanggaran Konstitusi, akan tetapi lebih kepada pembatasan untuk
kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana diatur oleh Konstitusi.
Pemerintah mempunyai peran besar dalam mengelola internet di Indonesia.
Namun, dalam melakukan upaya pencegahan dan pemutusan terhadap akses
informasi elektronik, Pemerintah harus melakukan pengkajian yang cukup
mendalam terlebih dahulu. Kajian ini dilakukan dengan asas-asas yang tidak
boleh dilanggar, sebagaimana diatur dalam Konstitusi. Selain itu, Pemerintah
perlu mengeluarkan peraturan pelaksana yang memuat konten apa saja yang
dianggap melanggar atau mengandung SARA. Hal ini perlu dilakukan agar
definisi dari konten yang melanggar menjadi jelas.

Tulisan kedua ditulis oleh Puteri Hikmawati, dengan judul “Implikasi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 terhadap
Pengaturan Alat Bukti Elektronik dalam UU No. 19 Tahun 2016”. Dalam
tulisan ini dikatakan bahwa salah satu permasalahan berkaitan dengan
diberlakukannya UU ITE adalah peraturan tentang pengajuan alat bukti yang
digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum
pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di satu sisi
diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan
teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai
jenis-jenis perkembangan teknologi digital yang berfungsi sebagai alat bukti
di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran hukum yang dapat
mengcover permasalahan pelanggaran yang terjadi di dunia maya, karena
hukum positif (existing law) di bidang ini belum dapat menjangkau hal-hal
tersebut. Dengan berlakunya beberapa UU dan diperkuat dengan UU ITE,
alat bukti di persidangan diperluas dengan mengakomodasi alat bukti
elektronik. Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU
ITE telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI. Dalam putusannya, MK
menyatakan Frasa “Informasi Elekronik dan/atau Dokumen Elektronik
dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal
26A UU Tipikor adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
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sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan
kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Putusan MK telah memperluas makna kata
“merekam” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE yang hanya berkaitan
dengan transmisi informasi elektronik. Merekam dalam Putusan MK
termasuk namun tidak terbatas pada merekam tulisan, suara, gambar, dan
video. Aparat penegak hukum akan mengalami tantangan baru dalam
menyikapi Putusan MK tersebut.

Selanjutnya, tulisan ketiga berjudul “Politik Hukum Pembentukan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan: Analisis Terhadap Kewenangan Komite Stabilitas
Sistem Keuangan” ditulis oleh Sulasi Rongiyati. Tulisan ini menganalisis
politik hukum pembentukan Undang-Undang tentang PPKSK, khususnya
berkaitan dengan kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Penulis
mengemukakan bahwa pembentukan UU tentang PPKSK diperuntukkan
sebagai dasar hukum pencegahan dan penanganan krisis stabilitas keuangan
dan kebijakan pemberlakuan UU tentang PPKSK dilatar belakangi oleh
faktor-faktor internal, yaitu keinginan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat
sebagai wujud tujuan pembangunan nasional; merupakan respon atas
kebutuhan nasional (masyarakat); kebutuhan untuk menciptakan iklim
ekonomi  yang kondusif; dan menjawab tantangan globalisasi, dalam hal ini
terjaminnya stabilitas sistem keuangan dan jaminan penanganan krisis yang
memiliki kepastian hukum yang tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan
pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dilihat dari substansi
pengaturannya, UU tentang PPKSK mencerminkan pembentukan hukum
yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR berupaya untuk
mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial, sehingga
dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang mengedepankan
kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem keuangan. UU ini
membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan
Menteri Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI),
dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing otoritas keuangan
tersebut memiliki kewenangan masing-masing, namun dalam menjaga
stabilitas sistem keuangan dan penangaan krisis stabilitas sistem keuangan
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keempat otoritas tersebut saling bersinergi satu dengan lainnya. Komitmen
KSSK untuk melaksanakan UU tentang KSSK salah satunya ditunjukkan
dengan membentuk peraturan pelaksana UU tentang PPKSK.

Tulisan terakhir dalam buku ini ditulis oleh Dian Cahyaningrum, dengan
judul “Politik Hukum Pelindungan Paten dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2016 tentang Paten”. Penulis mengemukakan bahwa salah satu
maksud dari dibentuknya UU No. 13 Tahun 2016 adalah untuk memperkuat
pelindungan hukum atas paten. Untuk mendapatkan pelindungan hukum,
invensi harus didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Menteri. Dengan
adanya pelindungan hukum, patentee memperoleh manfaat untuk dapat
menikmati nilai ekonomis dari patennya. Nilai ekonomis tersebut adalah
menjadi pemilik paten yang merupakan benda immaterial. Sebagai benda
immaterial, paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan diwakafkan.
Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia belum optimal.
Nilai ekonomis lainnya adalah patentee memiliki hak eksklusif sehingga
memperoleh keuntungan dan dapat melakukan monopoli produk yang
dihasilkan dari paten-produk dan/atau paten proses. Namun untuk
kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak.
Pada bagian akhir, Penulis mengemukakan agar paten benar-benar
memberikan manfaat bagi patentee maka perlu segera dibentuk aturan teknis
yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Penegakan hukum
terhadap pelanggaran hak eksklusif juga harus dilakukan secara tegas.

Pada akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam perumusan dan penentuan kebijakan terkait permasalahan
yang dibahas. Semoga ide dan pemikiran yang tertuang dalam buku ini dapat
memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Jakarta,   September 2017
Editor
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Sampai saat ini, orang masih bertanya, apakah supremasi hukum masih
dapat dipertahankan dengan adanya pengaruh politik terhadap hukum
yang begitu kuat sehingga menampakkan bahwa politik lebih supremasi
daripada hukum. Padahal, dengan irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang
Maha Esa”, sejatinya semua peraturan, pembentukannya harus dirahmati oleh
Tuhan, yang didasari pula oleh dasar-dasar filosofis Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945. Kepentingan individu, kelompok, organisasi, atau sektor
seharusnya dihindari pada saat membentuk suatu peraturan.

Politik hukum merupakan teori yang menggambarkan adanya cakupan
atau tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan. Perubahan UU No.
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan
UU No. 19 Tahun 2016 merupakan langkah yang diambil pemerintah dalam
rangka menyempurnakan aturan yang sudah ada.  Salah satu penyempurnaan
substansi tersebut adalah memperkuat peran pemerintah dalam melakukan
pencegahan dan pemutusan akses terhadap sebuah situs. Selain itu, tujuan
diperbaruinya UU ITE adalah untuk memberikan kepastian hukum dan
pelindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan media internet.

Politik hukum pengaturan pemutusan akses informasi elektronik dalam
UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penyebaran konten melalui
media elektronik dapat menjadikan opini publik yang mengarah pada konflik
sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemutusan akses informasi
elektronik yang berisikan berita bohong dan ujaran kebencian perlu dilakukan
oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelindungan hukum kepada
masyarakat. Pemutusan akses elektronik terhadap konten tersebut perlu

Epilog
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dilakukan dengan cepat akan tetapi tepat sasaran. Hal ini dilakukan dalam
rangka menjaga penegakan hukum tidak melanggar HAM.

Pembatasan sudah diberikan di dalam undang-undang, akan tetapi
pengaturan tersebut belum secara rigid menyebutkan apa yang dimaksud
dengan berita bohong atau ujaran kebencian. Di samping itu, masih diperlukan
mekanisme yang diatur dalam undang-undang terkait dengan pemutusan
situs internet. Hal ini juga diperlukan dalam rangka memberikan transparansi
kepada masyarakat terhadap pemutusan situs yang dianggap melanggar.

Dampak negatif lain dari perkembangan teknologi informasi yaitu berupa
tindak pidana atau kejahatan, yang tidak dapat ditangani secara konvensional.
Pembuktian kejahatan dengan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat
(1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan
keterangan terdakwa, kurang memadai. Dengan berlakunya beberapa UU
dan diperkuat dengan UU ITE, alat bukti di persidangan diperluas dengan
mengakomodasi alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menyatakan,
bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat
(2)nya dinyatakan bahwa; “Informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
yang berlaku di Indonesia”.

Terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 44 huruf b UU ITE
telah diajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
oleh Setya Novanto, Anggota DPR RI. Dalam putusannya, MK menyatakan
“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dan selanjutnya
memberikan putusan yang pada pokoknya; bahwa Frasa “Informasi Elekronik
dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal
44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor adalah bertentangan dengan
UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka
penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi
penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Putusan MK telah memperluas makna kata “merekam” sebagaimana
dimaksud dalam UU ITE yang hanya berkaitan dengan transmisi informasi
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elektronik. Merekam dalam Putusan MK termasuk namun tidak terbatas
pada merekam tulisan, suara, gambar, dan video. Selain itu, Putusan MK
juga menimbulkan multitafsir. Putusan MK ini akan mengubah keberadaan
informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam penegakan hukum
pidana, mengakibatkan seluruh informasi elektronik/dokumen elektronik
yang dapat menjadi bukti harus diperoleh berdasarkan prosedur, sesuai dengan
Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Di luar itu, informasi elektronik/dokumen
elektronik tidak diperbolehkan menjadi (alat) bukti. Namun, pandangan
lain menyebutkan amar Putusan MK tidak begitu jelas dan membingungkan.
Tidak semua perekaman ilegal karena tidak semua perekaman merupakan
penyadapan. Aparat penegak hukum akan mengalami tantangan baru dalam
menyikapi Putusan MK tersebut.

Sementara itu, politik hukum pembentukan UU tentang Pencegahan
dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) sebagai amanat dari UU
tentang Bank Indonesia menyiratkan betapa urgennya dan mendesaknya
kebutuhan terhadap undang-undang sebagai dasar hukum pencegahan dan
penanganan krisis stabilitas keuangan. Kebijakan pemberlakuan UU tentang
PPKSK dilatar belakangi oleh faktor internal, yaitu keinginan untuk
menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai wujud tujuan pembangunan
nasional. Pembentukan UU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
(JPSK) juga merupakan respon atas kebutuhan nasional (masyarakat);
kebutuhan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif; dan menjawab
tantangan globalisasi, dalam hal ini terjaminnya stabilitas sistem keuangan
dan jaminan penanganan krisis yang memiliki kepastian hukum yang
tercermin dari rumusan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanganan
Krisis Sistem Keuangan.

Metode penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank diatur
secara lengkap dan komprehensif, yakni dilakukan lebih dini antara lain
melalui penerapan rencana aksi penyehatan bank (recovery plan) yang telah
disusun oleh bank, sehingga jika terjadi permasalahan likuiditas, UU PPKSK
mengatur detil mekanisme pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek
atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
Sedangkan untuk bank yang mengalami permasalahan solvabilitas, UU
PPKSK memperkenalkan dua metode baru dalam penanganan yang lebih
efektif, yakni a) pengalihan sebagian atau seluruh aset dana atau kewajiban
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bank kepada bank lain sebagai bank penerima; atau b) melakukan pengalihan
kepada bank baru yang didirikan sebagai bank perantara. Penanganan
permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank menggunakan sumber daya
bank bersangkutan yang berasal dari pemegang saham dan kreditur bank,
hasil pengelolaan aset dan kewajiban bank serta kontribusi industri perbankan.

Dilihat dari substansinya, pengaturan UU tentang PPKSK mencerminkan
pembentukan hukum yang responsif, karena baik pemerintah maupun DPR
berupaya mencapai titik temu dalam pembahasan masalah-masalah krusial,
sehingga dicapai kesepakatan memberlakukan rumusan pasal yang
mengedepankan kepentingan nasional, yaitu tercapainya stabilitas sistem
keuangan. Pembentukan hukum yang responsif  tercermin pada substansi
UU tentang PPKSK yang mengamanatkan beberapa peraturan pelaksana
melalui pembentukan peraturan lembaga-lembaga keuangan anggota KSSK.
Beberapa ketentuan dalam UU tentang PPKSK telah ditindaklanjuti, antara
lain melalui POJK. Untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan maka substansi POJK harus memiliki suasana kebatinan
dan semangat yang sama dengan Pembentuk Undang-Undang pada saat
membahas RUU tentang PPKSK. Oleh karenanya DPR RI melalui fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh komisi terkait, perlu melakukan pemantauan
dan pengawasan pembentukan peraturan pelaksana tersebut. Selanjutnya
komisi terkait juga sudah seharusnya mengawal implementasi UU tentang
PPKSK, sehingga arah politik hukum yang ada dalam UU tentang PPKSK
tetap terjaga.

Selain UU tentang PPKSK, politik hukum di bidang ekonomi lainnya
yang dibentuk pada tahun 2016 adalah UU No. 13 Tahun 2016 tentang
Paten. Berdasarkan UU tersebut, untuk mendapatkan pelindungan paten,
invensi harus didaftarkan yang dapat dilakukan baik secara manual maupun
on line (e-filling). Invensi yang diterima pendaftarannya adalah invensi yang
memenuhi persyaratan; tidak masuk dalam cakupan invensi yang tidak dapat
diberikan paten; dan bukan merupakan temuan. Invensi tersebut dapat
didaftarkan baik oleh inventor yang berasal dari dalam negeri maupun dari
luar negeri. Pendaftaran paten oleh inventor dari luar negeri dapat dilakukan
dengan menggunakan hak prioritas atau melalui PCT. Negara wajib
memberikan pelindungan hukum atas invensi yang diterima pendaftarannya.
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Dengan pelindungan hukum atas paten, patentee akan memperoleh
manfaat untuk dapat menikmati nilai ekonomis dari paten yang dimilikinya.
Nilai ekonomis tersebut adalah menjadi pemilik atas paten yang merupakan
benda immaterial yang memiliki nilai (value). Sebagai benda immaterial,
paten dapat dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan dapat diwakafkan.
Namun pelaksanaan paten sebagai objek jaminan fidusia masih belum
optimal karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu perlu segera
dibentuk aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang jelas bagi semua
pihak yang mengatur paten sebagai objek jaminan fidusia. Nilai ekonomis
lainnya adalah patentee memiliki hak eksklusif. Dengan hak eksklusif tersebut,
patentee dapat memperoleh keuntungan dan bahkan dapat melakukan
monopoli atas produk yang diperoleh dari paten-produk dan/atau paten-
proses. UU No. 13 Tahun 2016 menjamin pelaksanaan hak eksklusif dengan
mengenakan ancaman sanksi pidana kepada pelanggarnya.

Namun untuk kepentingan rakyat, pelaksanaan hak eksklusif tersebut
tidak bersifat mutlak. Untuk melindungi patentee, penegakan hukum
terhadap pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki patentee harus dilakukan
secara tegas.
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